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PUTUSAN
Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Ngp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6610026310810002, tempat tanggal lahir Semarang, 23
Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXX  XXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN
MELAWI, sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, NIK 3307012505830007, tempat tanggal lahir Wonosobo, 25
Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

XXXXXXXX  XXXXX  XXXXX, tempat kediaman di
KABUPATEN MELAWI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
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Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Nanga Pinoh pada tanggal 27 September 2021 dengan register Nomor
148/Pdt.G/2021/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada
hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan
Akta Nikah Nomor : 0035/002/11/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXxxxX, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dan mengontrak di xxxxx Xxxxx XxxxxX, RT.004/RW.001, Xxxx
XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXK XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, sebagai kurang
lebih 2 (Dua) Tahun;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum
dikaruniai anak;

4, Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan harmonis, namun sejak bulan Pertengahan tahun 2021, kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis,
dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi
pertengkaran yang disebabkan;

a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan Ketika pulang

kerumah dalam keadaan mabuk;

b. Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat sebagai istri;

C. Tergugat jarang memberikan nafkah Ilahir dan batin kepada
Penggugat;
d. Ketika adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Tergugat langsung keluar dari rumah dan tidak memberi tahu
keberadaan Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada
Akhir Tahun 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat, dimana antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
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6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk
mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang
terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini
dikabulkan;

7. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak
sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya

jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cg. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku .
SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal 30 September 2021 dan tanggal 14
Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan
asalan yang sabh;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya dan berkeinginan
keras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Siti Asiyah, NIK 6110026310810002,

tanggal 15 April, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah

dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0035/002/11/2021 tanggal 04

Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXX XXXXX XXXXX,

XXXXXXXXX  XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan

telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode

P.2;

A. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN
MELAWI, mengaku sebagai karyawan Penggugat, di bawah sumpah sesuai
agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ysaksi kenal dengan Tergugat bernama Timbal Susanto

karena saksi adalah karyawati di salon milik Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri;

- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat

berstatus janda 2 anak, dan Tergugat berstatus duda 2 anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah kontrakan di

XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXKXXX XXXXX
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- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;

- Bahwa bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2021 yang semula
harmonis berubah jadi berantakan karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena masalah keuangan dan penghasilan
yang mana Tergugat sering minta uang kepada Penggguat untuk dikirim
kepada anak bawaan Tergugat namun Penggugat hanya memberi
seadanya sehingga Tergugat marah. Selain itu Tergugat sering cemburu
kepada pelanggan yang datang ke salon milik Penggugat dan Tergugat
juga sering minum minuman keras hingga mabuk di tempat salon milik
Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat sendiri, antara Penggugat dan
Tergugat cek cok mulut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
2 bulan yang lalu;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi layaknya suami isteri;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil

karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Adi Handoko bin Parno, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
MELAWI, mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpah
sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa ya,saksi kenal dengan Tergugat bernama Timbal Susanto
karena saksi adalah keponakan Penggugat;
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- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat
berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda;

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di rumah kontrakan di XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX
XXXXX;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;

- Bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
berjalan harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah hingga sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat
saat ini sudah tidak tinggal satu rumah;

- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras bersama saksi
hingga mabuk di tempat salon milik Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi layaknya suami isteri;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa teman-teman Penggugat pernah menasehati Penggugat
untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  atas keterangan saksi-saksi  tersebut, Penggugat
membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau
memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada dalil gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis
Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang
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perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49
Ayat (1) huruf (@) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan
Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang
memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh (vide bukti P.1), sesuai
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini
merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut
Penggugat hadir secara pribadi (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan
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resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut
didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi
dan patut namun Tergugat tidak menggunakan haknya dan telah mengabaikan
kepentingannya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis
Hakim menilai karena telah sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, dan Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara
verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak
berhasil disebabkan Penggugat yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari
Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo
Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, maka terhadap semua sengketa perdata wajib diupayakan
penyelesaian melalui mediasi, namun terhadap perkara aquo, mediasi tidak
dapat dilaksanakan hal mana disebabkan Tergugat yang telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan
bahwa sejak pertengahan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena
Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan ketika pulang ke rumah
dalam keadaan mabuk, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin
kepada Penggugat dan ketika adanya perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat. Tergugat langsung keluar dari rumah tanpa sepengetahuan
Penggugat hingga akhirnya sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
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Menimbang, bahwa perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus
(lex specialis derogat lex generalis), yaitu harus ada cukup alasan bahwa
antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam
mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah
(broken mariage) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah
pecah (broken marriage) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3
tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator broken marriage;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di
atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya
perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri;

3. Indikator perkawinan sudah pecah (broken marriage) secara nyata telah
terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan
oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan gugatan, maka
berdasarkan pasal 283 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, jo. SEMA nomor 3 tahun 2015, maka Majelis Hakim berpendapat
untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang
dekat dengan suami isteri, oleh karena itu Penggugat diwajibkan membuktikan
dalil-dalil gugatannya dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum
dan mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara aquo;
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat di
persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg dan Pasal 3 ayat (1) (b)
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah memenuhi
syarat formil pembuktian surat yang bernilai sempurna (volledeg), mengikat
(bidende), dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend) sehingga
dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda
Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang
dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai
bukti diri Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat
adalah pihak principal (natuurlijke person) yang memiliki kewenangan dan
kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (legitima persona standi in
judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di
persidangan adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan
Tergugat hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor
1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah pihak-pihak principal (natuurlijke person) yang telah terikat
sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang,
isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan, maka Penggugat
memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara
(legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua (2) orang saksi yang
diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua
orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian
saksi. Hal mana masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan
persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta
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tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara
materil memberikan kesaksian. Menurut saksi | Penggugat bahwa saksi sering
melihat sendiri, antara Penggugat dan Tergugat cek cok mulut karena masalah
keuangan dan penghasilan yang mana Tergugat sering minta uang kepada
Penggguat untuk dikirim kepada anak bawaan Tergugat namun Penggugat
hanya memberi seadanya sehingga Tergugat marah. Selain itu Tergugat sering
cemburu kepada pelanggan yang datang ke salon milik Penggugat dan
Tergugat juga sering minum minuman keras hingga mabuk di tempat salon milik
Penggugat, dan saksi Il Penggugat sering bersama Tergugat minum-minuman
keras hingga mabuk di tempat salon milik Penggugat. sehingga puncaknya
mengakibatkan antara kedua belah pihak pisah tempat tinggal 2 bulan yang lalu
sampai sekarang serta kedua belah pihak telah diusahakan damai namun tidak
berhasil. keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut meskipun sifatnya terpisah
dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi memiliki keterkaitan dan saling
berhubungan satu sama lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 307 dan
308 ayat (1) R.Bg., maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Rbg. jo.
Pasal 308 Rbg. dan Pasal 309 RBg., sehingga secara formil dan materil alat
bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;
Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat,
telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan
perginya Penggugat dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak
hidup bersama sejak 2 bulan yang lalu yang lalu sampai sekarang maka Majelis
Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang
menyatakan bahwa: dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang
menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta alat-alat
bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, serta dari fakta-fakta di
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persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai
berikut:
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
sejak 04 Februari 2021;
2. Bahwa sejak awal pertengahan Februari 2021 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang
disebabkan karena masalah keuangan yang mana Tergugat sering minta
uang kepada Penggguat untuk dikirim kepada anak bawaan Tergugat
namun Penggugat hanya memberi seadanya sehingga Tergugat marah.
Selain itu Tergugat sering cemburu kepada pelanggan yang datang ke
salon milik Penggugat dan Tergugat juga sering minum minuman keras
hingga mabuk di tempat salon milik Penggugat;
3. Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi serta antara mereka
sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif
selama 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa teman-teman Penggugat telah menasihati Penggugat untuk
mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus
dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi
bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang
puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat
tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan,
oleh karenanya Hajelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan
Tergugat yang telah pecah (broken mariage) dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah
tidak harmonis bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :
379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: dengan
keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama
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dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara keduanya,;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang
sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat
dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Jiss gl |}&m1 31551 a5l oo 38T 13 Ol wilil &os
121 -5 1] s 3555 e3aloly A3 8 5] 453 55 8355 A5

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah
berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan
rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap
bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat juga berkeras mepertahankan
rumah tangganya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat
dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah
rumah tangga dan telah timbul rasa benci yang kuat dalam diri Penggugat
Terhadap Tergugat maka pendapat figh dalam Kitab “Ghoyah al-Marom”,
halaman 162 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

aillo olall ade 3llo lgz53) 429 ]l axt) pae sl I3l
Artinya: "Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak
maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus
dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi
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bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang
puncaknya antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini
telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi
saling menghiraukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan
Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang
telah berada pada kondisi yang telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat
dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa
mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan
kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat.
Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil
hukum pada Kitab al-Asybah wan Nadhaair halaman 62, yaitu :

dlasll U5 ge 8l awlasll 55

artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada
menarik kemaslahatan”,
yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri
kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai

solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan
ketentuan dalam Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 208, dari perkataan Ibnu

Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya :" Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup
sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan
beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah
tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul
diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya
menjadi kalut” .
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas,
majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dari
pernikahan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 1
tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa alasan perceraian Penggugat adalah dalam kehidupan suami
isteri Penggugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit
untuk dirukunkan lagi yang alasan tersebut telah memenuhi salah satu
alasan perceraian sesuai pasal 19 hurup f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh
keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim di persidangan maka telah
sesuai dengan pasal 154 Rbg. jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa :
“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah
satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,
merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam”;

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000,
tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah
pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya

perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun
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lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan

permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti tiga unsur
terjadinya perceraian hal mana di dalam rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan
tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan
Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak
melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut
karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya memutuskan
tali perkawinan tersebut adalah jalan terakhir agar tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a)
dan (b) Undang-Undang Republik Indonesial Nomor 23 tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala
bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan

dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terhadap suaminya
(Tergugat) maka sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan
kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan
rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih
dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain

sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-
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kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai
kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 PeraturanPemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal
153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula
tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan
menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka

gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar
biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah oleh Kamil
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Amrulloh, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.l. dan Solihul
Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Karli Hidayat, S.H.l sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota I,

M. Chusnul Huda, S.H.l. Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I

Perincian biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
c. Redaksi :Rp 10.000,00
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2. Biaya Proses (ATK) :Rp 75.000,00
3. Panggilan :Rp 225.000,00

4. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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